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KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PENGKAJIAN, PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI (P3DI) SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pada masa kampanye pemilihan presiden Republik Indonesia
di Tahun 2014, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko
Widodo dan Yusuf Kalla mengusung 9 agenda prioritas yang disebut
NAWACITA. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas
jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik,
serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam
kebudayaan.

Buku dengan judul “Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita”
hadir setelah satu tahun terpilihnya Joko Widodo dan Yusuf Kalla
sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Terbitnya
buku ini mengingatkan kita kembali bahwa masih banyak agenda
prioritas yang belum tercapai semenjak pemerintahan baru mulai
berjalan. Saya menilai buku ini sangat menarik khususnya yang
terkait upaya dalam mencapai kemandirian di bidang ekonomi dan
perlindungan sosial.

Bahasan dalam buku ini cukup padat dengan berbagai
permasalahan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dalam
bidang ekonomi, buku ini membahas bagaimana peningkatan
produktivitas dan daya saing melalui sektor UMKM dan pangan
lokal, pengembangan kemandirian di sektor pertanian, perikanan
dan keuangan. Dalam bidang sosial, banyak diulas bagaimana
upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pekerja
anak dan nelayan yang miskin. Bahasan yang juga sangat menarik
dalam buku ini adalah penggambaran bagaimana perilaku ketaatan
aparatur pemerintahan.

Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas berbagai permasalahan
pada setiap agenda prioritas pemerintah, serta upaya-upaya yang
diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan
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adanya terwujudnya kesembilan agenda prioritas dalam Nawacita
diharapkan mampu memberikan kematangan politik, peningkatan
kesejahteraan rakyat, dan kepribadian yang berbudi luhur bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada
para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan
karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan
pemahaman dan perumusan strategi dan kebijakan persaingan usaha
dan mendorong daya saing Indonesia. Saya juga menyampaikan
apresiasi dan terima kasih kepada Dr. Asep Ahmad Saefuloh yang
telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam merancang tema,
outline KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak
untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam
buku ini bermanfaat bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat
dan peningkatan daya saing Indonesia. Amin.

Jakarta, 16 Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Rahayu Setya Wardani
NIP. 19600211 198703 2 002
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PROLOG

Salah satu cita-cita bangsa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk mencapai cita-citatersebut pemerintahan saatinitelah
mencanangkan 9 agenda prioritas yang disebut NAWACITA. Kesembilan
agenda tersebut meliputi menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
warga negara; membuat pemerintah tidak absen dengan membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; menolak negara
lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinnekaan
dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam konteks untuk kemandirian dan kedaulatan, salah satu
sektor strategis adalah sektor pertanian, karena terkait dengan
kebutuhan primer dan sekunder. Industri pangan mempunyai
potensi peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan baik
ketersediaan, akses, maupun kualitas konsumsi pangan. Selain
itu pengembangan terhadap bibit/ benih menjadi prioritas yang
harus dilakukan agar produktivitas pertanian meningkat. Tidak
hanya itu, pengembangan industri pangan dengan kemampuannya
mengelola kegiatan pengembangan produk pangan yang efektif, juga
sekaligus berpotensi untuk meningkatkan daya saing produk pangan
Indonesia. Sektor strategis lainnya yang perlu dikembangkan dalam
rangka kemandirian dan kedaulatan bangsa adalah sektor keuangan,
khususnya perbankan. Untuk mewujudkan kedaulatan keuangan
nasional salah satunya dengan melakukan penggabungan bank.
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Penggabungan bank dapat menciptakan permodalan perbankan yang
jauh lebih besar, perbankan lebih fokus dalam menggarap segmen
pasar dan memicu pembangunan infrastruktur keuangan Indonesia.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, UMKM merupakan
salah satu sektor yang harus dikembangkan. Pemberdayaan dan
pengembangan UMKM harus dengan dimensi yang cukup luas dan
koordinasi baik vertikal maupun horizontal, baik pemerintah pusat
maupun pemerintahan daerah. Pemberdayaan juga perlu menyasar
kepada pekerja anak, dimana kemiskinan dianggap sebagai faktor utama
yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Oleh karena itu, pemerintah
telah menyusun Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun
2022 yang berisikan visi, misi, strategi, dan langkah aksi dalam usaha
penghapusan pekerja anak. Tidak kalah pentingnya, pemberdayaan
terhadap masyarakat nelayan, dimana nelayan Indonesia masih banyak
yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakberdayaan
nelayan dalam memperoleh BBM, teknologi maupun akses pasar
menjadi kendala terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Selain
pemberdayaan, pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan itu
sendiri harus dilakukan secara berkelanjutan hingga nelayan mampu
mandiri dan menaikkan tingkat kesejahteraan mereka.

Untuk menggapai tujuan dalam membangun kemandirian dan
kedaulatan serta pemberdayaan kepada masyarakat, dibutuhkan
adanya infrasruktur pendukung lainnya. Infrastruktur yang
dibutuhkan selain fisik, juga non fisik. Salah satu contoh infrastruktur
fisik yang dibutuhkan saat ini adalah tersedianya pelabuhan yang
baik untuk mencapai program pengembangan poros maritim (tol
laut) yang akan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan
nasional. Sementara itu infrastruktur pendukung non fisik adalah
tersedianya aparatur negara yang profesional.

Pemahaman yang komprehensif dan integratif pada tiga dimensi
yangingindicapai,yaknikemandirian dankedaulatan,pemberdayaan
masyarakat, serta tersedianya infrastruktur pendukung yang baik
diharapkan dapat dirumuskan perspektif kebijakan yang holistik
dan integratif dalam mencapai agenda prioritas Nawacita di masa
yang akan datang.

Jakarta, 1 November 2015
Editor
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EPILOG

Buku dengan judul “Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita”
mencakup tiga dimensi utamayaitu: (a) Kemandirian dan Kedaulatan
bangsa; (b) Pemberdayaan Masyarakat; dan (c) Pengembangan
Infrastruktur Pendukung. Menurut Dewi Wuryandari, Nawacita
atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan
pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan,
agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenubhi
kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan
diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1)
mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2)
mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi
dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian
pangan. Pada pengembangan industri pangan mempunyai
potensi peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan baik
ketersediaan, akses, maupun kualitas konsumsi pangan. Tidak
hanya itu, pengembangan industri pangan dengan kemampuannya
mengelola kegiatan pengembangan produk pangan yang efektif,
juga sekaligus berpotensi untuk meningkatkan daya saing produk
pangan Indonesia. Untuk dapat memperkuat ketahanan pangan
yang mandiri dan berdaulat maka kebijakan pembangunan industri
pangan dapat diarahkan pada upaya industri aneka ragam pangan
berbasiskan pada sumber daya lokal.

Lukman Adam berpendapat, sebagai input utama sektor
pertanian, benih juga harus menjadi perhatian utama bagi pembuat
kebijakan di sektor pertanian. Pengembangan benih pertanian
sejalan dengan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK
nomor 7 yang berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu sektor
strategis adalah sektor pertanian, karena terkait dengan kebutuhan
primer dan sekunder. Pengembangan sektor pertanian sangat
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dipengaruhi oleh bibit/benih, pupuk dan alat mesin pertanian
sebagai sarana produksi utama. Bibit/benih yang diperoleh petani
sebagai cikal bakal tanaman banyak diimpor dari negara maju atau
perusahaan internasional. Petani mempunyai kecenderungan untuk
menghasilkan benih/bibit yang berkualitas dan berdaya saing,
namun kurangnya dukungan negara dalam bentuk regulasi dan
anggaran membuat bibit yang dihasilkan petani menjadi mandeg,
hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Untuk mengatasi
permasalahan benih nasional, maka diperlukan sejumlah kebijakan
berupa revisi terhadap UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman, penyederhanaan mekanisme penyaluran benih,
melakukan koordinasi melalui pertemuan berkala dengan pembuat
kebijakan mengenai benih tanaman, dan memperkuat peran Badan
Benih Nasional.

Liberalisasi pasar keuangan negara-negara Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) akan diberlakukan secara
penuh pada tahun 2020. Liberalisasi pasar keuangan ASEAN
tentunya akan membawa manfaat bagi pesertanya tapi tidak
sedikit pula kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkannya. Rasbin
mengungkapkan bahwa, salah satu cara agar Indonesia siap dalam
menghadapi liberalisasi pasar keuangan tersebut adalah dengan
mewujudkan kedaulatan keuangan nasional dengan melakukan
penggabungan bank. Penggabungan bank dapat dilakukan melalui
merger, akuisisi atau konsolidasi tergantung tujuan dan kebutuhan
bangsa di masa depan. Penggabungan bank dapat menciptakan
permodalan perbankan yang jauh lebih besar, perbankan lebih
fokus dalam menggarap segmen pasar dan memicu pembangunan
infrastruktur keuangan Indonesia. Jadi, penggabungan bank di
Indonesia dimaksudkan agar perbankan Indonesia betul-betul
siap menghadapi liberalisasi keuangan internasional terutama
liberalisasi pasar keuangan ASEAN.

Pembahasan lebih lanjut yang memfokuskan pada
pemberdayaan masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) dilakukan oleh Sony Hendra Permana.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran
yang strategis dan dapat dijadikan andalan untuk menopang
perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian
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Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2012 sektor
ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,99 persen serta
berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pembentukan produk
domestik bruto Indonesia. Meskipun UMKM memiliki peran yang
strategis, namun UMKM juga mengalami berbagai permasalahan.
Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM umumnya terutama
menyangkut aspek keterbatasan akses terhadap sumber daya
produktif (kesulitan akses modal, bahan baku, pemasaran dan
daya saing), rendahnya kualitas SDM, rendahnya produktivitas,
dan rendahnya daya saing. Untuk itu dibutuhkan suatu dukungan
dari pemerintah agar UMKM dapat lebih berkembang dan memiliki
daya saing dalam rangka menyambut pasar bebas Asean Community.
Pemberdayaan dan pengembangan UMKM harus dengan dimensi
yang cukup luas dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal,
baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk
ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama” Indonesia
bebas pekerja anak” pada tahun 2022. Nidya Waras Sayekti
mengungkapkan bahwa kemiskinan dianggap sebagai faktor utama
yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Faktor lainnya adalah
faktor kultural, sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat
hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan (demand),
menurunnya tingkat pendapatan pada sektor ekonomi/wilayah
tertentu, relokasi industri, serta perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi. Sedangkan faktor lingkungan merupakan penyebab
khususnya pada kasus-kasus pekerja anak di sektor pertanian.
Upaya penanggulangan masalah pekerja anak merupakan masalah
yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena
itu, pemerintah telah menyusun Roadmap Menuju Indonesia Bebas
Pekerja Anak Tahun 2022 yang berisikan visi, misi, strategi, dan
langkah aksi dalam usaha penghapusan pekerja anak. Namun tidak
ada satu kebijakan pun yang dengan sendirinya dapat mengakhiri
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Oleh karena itu,
aksi yang dilakukan secara terus menerus dapat memberi peluang
perubahan pada fenomena pekerjaan terburuk untuk anak. Aksi-aksi
yang dapat dilakukan, antaralain adalah pelaksanaan dan penegakan
hukum yang benar, penyediaan aksesibilitas layanan publik yang
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memadai (meliputi pendidikan wajib yang gratis dan berkualitas,
serta pelayanan perlindungan sosial yang nondiskriminatif), dan
mengembalikan fungsi pasar tenaga kerja yang sesuai.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan, Lisnawati
mengungkapkan bahwa potensi hasil laut Indonesia masih 20
persen yang termanfaatkan, 80 persennya belum terjamah (slepping
potency). Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 mengalami
pertumbuhan sebesar 7,11 persen atau sekitar Rp.109 triliun
dibanding tahun 2013. Kebijakan pemerintah dalam melakukan
moratorium perizinan membuat sektor perikanan kini tumbuh 8,4
persen, naik hampir 40 persen dari tahun sebelum diberlakukan
moratorium. Motarorium juga membuat produksi ikan lokal naik
240 persen. Dengan naiknya produksi ikan lokal tidak serta merta
membuat kesejahteraan nelayan meningkat. Ketidakberdayaan
nelayan dalam memperoleh BBM, teknologi maupun akses pasar
menjadi kendala terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal
ini dapat membuat harga ikan di pasaran tidak turun meskipun
ikan saat ini telah melimpah. Pemerintah perlu menyediakan sarana
akses BBM bagi nelayan, melakukan edukasi teknologi penangkapan
ikan bagi nelayan dengan penguatkan SDM para nelayan maka
nelayan lokal tidak akan tergencet kemajuan teknologi berikut
budaya nelayan asing. Pemerintah perlu pula membangun sarana
pengolahan eksploitasi hasil laut, serta membangun infrastruktur
laut yang terintegrasi agar Nawa Cita Presiden dapat tercapai sesuai
yang diharapkan.

Masih dalam rangka pemberdayaan terhadap Nelayan,
Mohammad Teja mengungkapkan bahwa nelayan Indonesia masih
banyak yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil
tangkapan ikan yang didapat oleh nelayan jauh dari harapan dan
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya
bersama keluarga. Keterbatasan sarana tangkap tentunya menjadi
persoalan utama nelayan. Pemberdayaan nelayan tentunya menjadi
alternatif utama selain modal usaha yang diberikan oleh pemerintah.
Tidak hanya itu, kekuatan hukum yang dapat memberikan
perlindungan yang optimal bagi nelayan tentunya menjadi penting
untuk memberikan kesempatan seluasnya bagi nelayan miskin
untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupan ekonominya.
Tulisan ini juga mencoba menggali bagaimana penyebab kemiskinan
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nelayan dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam
kekurangan tersebut, dan bentuk pemberdayaan bagi nelayan
untuk meningkatkan kesejahteraannya, selain pemberdayaan,
pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan itu sendiri harus
dilakukan secara berkelanjutan hingga nelayan mampu mandiri dan
menaikkan tingkat kesejahteraan mereka. Metode yang digunakan
dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan
menggunakan sumber-sumber data sekunder, hasil-hasil penelitian
mengenai nelayan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan
kemudian dianalisa.

Pembahasan lebih lanjut mengenai infastruktur pendukung
dilakukanolehIzzaty. Analisiskebijakanunggulantollautpemerintah
jokowi mencakup gambaran kebijakan tol laut di Indonesia, peran
pelabuhan dan Short Sea Shipping (SSS) dalam pengembangan tol
laut, dan pembelajaran dari kegagalan perencanaan pembangunan
pelabuhan Tanjung Priok. Pengembangan poros maritim (tol laut)
dalam transportasi laut akan mendorong pembangunan ekonomi
daerah dan nasional. Tantangan dari pembangunan tol laut adalah
efisiensi pelabuhan yang berdampak pada penurunan biaya logistik.
Implementasi tol laut akan menunjukkan keberhasilan apabila
dibarengi dengan adanya integrasi antar moda, kawasan industri
yang terintegrasi antara industri dengan infrastruktur pendukung,
serta pembiayaan tol laut yang memadai. Faktor penting lainnya
yang menunjang kebijakan tol laut adalah perlu adanya kesetaraan
produksi dan kebutuhan barang di berbagai wilayah di Indonesia,
terutama wilayah timur Indonesia. Pembangunan poros maritim
dan tol laut perlu dilakukan secara konsisten sebagai modal
pembangunan dan kekuatan nasional untuk membangun ekonomi
maritim.

Salah satu infrastruktur pendukung dalam pembangunan
Indonesia kedepan adalah tersedianya aparatur negara yang
profesional. Sulis Winurini mengungkapkan pemberian tunjangan
kinerja dalam era Reformasi Birokrasi menjadi strategi pemerintah
untuk mengatasi permasalahan kinerja pegawai pemerintahan
yang salah satunya mengenai disiplin kehadiran kerja. Tujuan
dari penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan pemberian
tunjangan kinerja dan mengevaluasi efeknya terhadap perilaku
ketaatan pegawai terhadap waktu kerja. Studi kasus Setjen DPR
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RI. Teori yang akan digunakan sebagai acuan analisa dan evaluasi
adalah Teori Perilaku Operan Skinner. Berdasarkan hasil analisa dan
evaluasi, penggunaan tunjangan kinerja sebagai stimulus penguat
memiliki dampak. Setelah konsekuensi pengurangan tunjangan
kinerja diberlakukan, semakin sedikit pegawai yang mengalami
keterlambatan datang dan/atau kecepatan pulang kerja. Di sisi
lain, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Pertama, ketidakjelasan
batasan antara respon yang diharapkan dengan yang tidak
diharapkan. Kedua, adanya kemungkinan dimana respon pegawai
hanya terfokus pada jam kedatangan dan kepulangan kerja.

Jakarta, 16 Oktober 2015

Editor
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